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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi

ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul:
“Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam
Berspektif Siyasat Syar’iyah” yang ditulis oleh:

§10%eH ©
g

}

I’%ma : MASWIR

M - 31695104864

Brogram studi : Hukum Keluarga

(0)) v

g Untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana
Bhiversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

©

2

W Pekanbaru, November 2019
Promotor Co. Promotor

Ormnf—

Prof. Dr. H.'Sudirman M, Johan MA.  Dr. H.Helmi Basri, Le, MA
NIP : 195305181980031002 NIP : 197407042006041003

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyyah)

pi’

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP: 197206282005012004
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul “mengimplementasikan hukum islam di Indonesia dalam
peepekhy" Styasat syariah™ yang ditulis oleh” Sdr. Maswir, NIM31695104864,
Pr%ram Studi Hukum Keluarga (4hwal Syakhsyiyahy telah diuji dan diperbaiki
seppal dengan masukan dar Tini Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 31
Olgober 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka pada
Prggram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi
deggan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: “Meimplementasikan

Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah”
yang ditulis oleh:

R
Nama : MASWIR
N 31695104864
Pr%ram studi : Hukum Keluarga

c
®  Untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana
Usiversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c Pekanbaru, Oktober 2019
Co. Promotor

A hd™
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PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI

wejdio ey @

Digcrtasi yang berjudul “meimplementasikan hukum islam di Indonesia dalam
peespektif sivasah syariah” yang ditulis oleh Sdr. Maswir, NIM 31695104864,
Prggram Studi Hukum Keluarga (4hwdal Syakhsyiyah) telah divji dan diperbaiki
segyai dengan masukan dari Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 29
A@stus 2019, dapat disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada
Pr&wgram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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\_ . ,. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
f a. Pengutinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
“-l
/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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g SURAT PERNYATAAN
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O Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

M

3 Nama : Maswir

= NIM : 31695104864

7~ Tempat/ Tgl. Lahir : Air Tiris, 09 Juni 1986
C  Program Studi : Hukum Islam

=z Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam (AH)
w

Ményatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul:
“ Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyisat
Sy@r’ivah ”sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor pada Program
PasPa sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri.
Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di disertasi ini, yang saya kutip dari
ha$il karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan
norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini
bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu,
saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang
dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pekanbaru, 06 November 2019
Yang membuat pernyataan

MASWIR
NIM: 31695104864
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3 Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt. atas hidayah
dafr anugerah kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat

(=

myelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik meskipun membutuhkan waktu
ya%)g cukup panjang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi
Mghammad SAW, sebagai suri tauladan umat serta pembawa panji-panji
ke‘éénaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia.

Penyelesaian penulisan disertasi dengan judul “Mengimplementasikan
Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siyasat Syar’iyah”, ini tidak
terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak
langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Dalam penyelesaian disertasi ini, penulis mengakui banyak menemui
keg_ulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan
dafit'é. Namun, berkat bimbingan, dorongan, masukan serta support yang diberikan,

wn
algmdulillah, karya ilmiah ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah

Brupn >

membantu dan bekerjasama dalam penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Pada

mpatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan secara khusus ucapan

x
&@sxa

teffma kasih yang sebesar-besarnya kepada:

ng

1.= Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan dorongan moril maupun
materil serta do’a yang tulus sampai selesainya studi dan penyusunan

- disertasi penulis.
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Prof. Dr. H. KH. Ahmad Mujahidin, MA sebagai Rektor UIN Sultan Syarif
Kasim Riau, yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan pada
Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Prof. Dr. H. Aprizal, M, MA selaku Direktur Program Pascasarjana dan Dr.
Jumni Nelli, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam (HI) Program
Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis mengikuti Program Doktor Pascasarjana UIN
Sultan Syarif Kasim Riau.

Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, MA selaku promotor dan bapak Dr. H.
Helmi Basri, MA selaku Co-Promotor pada disertasi penulis. Terima kasih
atas bimbingan, pengarahan dan pencerahan yang diberikan sehingga
selesainya penulisan disertasi ini.

Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang
telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis,
semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di
sisi Allah SWT.

Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada
penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.

Teman-teman seperjuangan di Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan
Syarif Kasim Riau terutama Jurusan Hukum Keluarga. Terima kasih atas

bantuan dan kerjasamanya selama studi.
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8% Terakhir, semua pihak yang telah membantu penulisan dan penyelesaian

-
o disertasi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

A-Ehirnya, penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini jauh dari
keggmpurnaan, baik isi, bahasa, tekhnik penulisan, ketelitian, kerapian dan
mgodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun perlu kiranya di
beﬁkan demi perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.

Té:f:_akhir, hanya kepada Allahlah semua dikembalikan. Semoga disertasi ini dapat

Q
bermanfaat. Amin.

Q
c

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

MASWIR
NIM: 31695104864
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“ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_u__._,.MW 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ﬁf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
1) _ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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ABSTRAK

}d1oeH @

Syariat Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam
sefta solusi dalam segala kehidupan. Dikarenakan segala aturan yang berasal dari
ABah swt. tujuannya adalah untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Akan
tetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan disebabkan
penerapan hukum Islam itu sendiri belum bisa diterapkan secara menyeluruh.
Sementara itu, umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua
datam bentuk negara Islam. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan besar,
kdféna pada satu sisi Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan syariat
Isl%m secara kaffah, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat
difaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.

Di Indonesia, polemik penerapan hukum Islam setidaknya tersibak dalam
dua- kelompok; satu kelompok mengharapkan hukum Islam seluruhnya dapat
digdopsi menjadi sumber hukum negara dan diberlakukan bagi para pemeluk
Islam, dan kelompok kedua tidak menghendaki seluruh syariat Islam diformalkan
dalam konteks negara. Kelompok kedua ini menghendaki negara tidak perlu
banyak campur tangan terhadap agama, karena agama sifatnya individual.

Dari perkembangan masalah penerapan syari’at Islam di Indonesia adanya
pro dan kontra, menjadi latar belakang peneliti dan mendorong untuk meneliti
dengan judul: “Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam
Perspektif Siydsat Syar’iyah”

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah eksistensi dan
posisi hukum Islam dalam konteks negara, Bagaimana pro dan kontra penegakan
hukum Islam di Indonesia, dan Bagaimanakah format ideal pemberlakuan hukum
Islam di Indonesia untuk kelompok yang memperjuangkan dan yang
menolaknya? Sedangkan Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini
adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yakni dengan membaca dan
méhalaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan Implementasi
Hdkum Islam di Indonesia dalam Perspektif Siydsat Syar iyah.

= Adapun kesimpulan penting mengenai penelitian ini diantaranya: Hukum
Islam adalah Suatu aturan atau norma yang harus di ikuti oleh umat Islam yang
berasal dari Allah swt. Namun sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman dan
waktu. Adapun Perestilahannya dikarenakan berbaurnya peristilahan hukum yang
dizbawah oleh kolonial belanda. Sebagaimana negara—negara di belahan dunia
Isiam. Ada dua kelompok memiliki cara pandang yang berbeda terhadap
peRerapan hukum Islam di Indonesia. Perbedaan cara pandang tersebut
dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Untuk yang
pertama (internal) disebabkan karena interpretasi mereka terhadap nash yang
beﬁsnbeda-beda. Ada yang dalam memahami teks atau doktrin—doktrin keagamaan
be'fpegang teguh pada bentuk lahir dari sebuh teks, sehingga corak pemikirannya
bersifat tekstualis, eksklusif, anti dialog dan anti rasionalitas. Ada yang
se@liknya, yaitu dalam memahami teks atau doktrin—doktrin keagamaan lebih
berpegang pada inti atau isi dari teks atau doktrin keagamaan, sehingga corak
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pemikirannya bersifat inklusif dan terkesan liberal, pola pikir yang dikembangkan
oléh kelompok ini adalah reaktualisasi, rekontruksi dan dekontruksi terhadap
doktrin-doktrin syari’ah. Kemudian ada juga yang mengambil jalan tengah di
antara kedua kelompok tersebut. Kelompok ini dalam memahami teks atau doktrin
keggamaan lebih berpegang pada inti atau isinya, namun tetap berpegang pada
kogsep dasar yang telah dibangun oleh ulama-ulama terdahulu yang kemudian
difadikan metodologi standar sebagai acuan untuk memahami teks baik secara
lite¥al maupun kontekstual.

Kata kunci: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Siydsat Syar’iyah
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ABSTRACT

dioyeH @

]

o Islamic Sharia is an inseparable part of Islamic teachings and solutions in all
life. Because all the rules that come from Allah, the purpose is for the benefit of
alEmankind. However, in its implementation there are still many problems
camsing the implementation of Islamic law itself can not be applied as a whole.
Meanwhile, Muslims are scattered in various parts of the world which are not all
inthe form of an Islamic state. Of course this raises a big problem, because on one
si%lslam instructs Muslims to implement Islamic law in a kaffah manner, on the
other hand there are Islamic teachings that cannot be carried out without the
ing\_blvement of state institutions.

o In Indonesia, the polemic in the application of Islamic law is at least parted
inztyo groups; one group expects that all Islamic law can be adopted as a source
ofstate law and applied to adherents of Islam, and the second group does not want
alFlIslamic sharia to be formalized in the context of the state. This second group
wants the state not to intervene much in religion, because religion is individual.
From the development of the problem of applying Islamic sharia in Indonesia,
there are pros and cons, becoming the author's background and encouraging to
examine with the title: "Implementing Islamic Civil and Criminal Law in
Indonesia in the Perspective of Shari‘ayah Siyasah"

The problems in this study are: What is the existence and position of Islamic
law in the context of the country, What are the pros and cons of Islamic law
enforcement in Indonesia, and what is the ideal format for the implementation of
Islamic law in Indonesia for groups who fight and who reject it? While the type of
research used in this writing is library research (Library Researc), namely by
reading and reviewing books and writings that are related to the Implementation
of=Civil and Islamic Criminal Law in Indonesia in the Siyasah Syar'iyah
PeEspective.

= The important conclusions regarding this research include: Islamic law is a
ru% or norm that must be followed by Muslims who come from Allah. But its
nature is in accordance with the times and times. As for Per Istahannya due to the
mixing of per istilahan under the Dutch colonial law. As countries in the Muslim
w@Fld. There are two groups that have different perspectives on the application of
Ismic law in Indonesia. The difference in perspective is influenced by two
faéors, namely internal and external factors. For the first (internal) due to their
int:é_rpretation of different texts. There are those in understanding texts or religious
ddgtrines that hold fast to the birth form of a text, so that their thinking patterns
are textual, exclusive, anti-dialogue and anti-rationality. On the contrary, in
ungerstanding religious texts or doctrines, they hold more to the core or content of
refigious texts or doctrines, so that their thinking patterns are inclusive and seem
lidéral, the mindset developed by this group is the reactualization, reconstruction
and_deconstruction of doctrines. sharia doctrine. Then there are those who take the

dle ground between the two groups. This group in understanding religious
te@_s or doctrines is more holding on to the core or its contents, but still sticking to

Lo o

Xiii

nery wisey



UIN SUSKA RIAU

pts that have been built by previous scholars who then used the

o

c

©

>

‘©

S

(<5

=

e

d—

o

o]

L

<

(5]

d—

()

K

o

I <

g s

1] >

o) o

E s

> 175]

< E

= s x

g 2

e 7]

5 z

(<5}

‘@ =

S o

s &

8 £

> 5

=4 =

IS ©
o 3 =
mm =, W
(&) ©
5 S 2 5
255

© ﬂ&w_ﬁ:mwj ilik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

= » O

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
llf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

A.

1
©
an
5 BAB I
G
o PENDAHULUAN
o
~Latar Belakang Masalah
i Syariat Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran
=

éslam, sehingga Syariat Islam merupakan solusi segala aturan yang berasal dari
éllah swt. dengan tujuan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Akan
Eetapi dalam implementasinya masih banyak menimbulkan persoalan
%isebabkan hukum Islam itu sendiri belum bisa diterapkan secara menyeluruh.
%ementara itu umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia yang tidak semua
dalam bentuk negara Islam, sehingga hal ini menimbulkan persoalan besar
karena pada satu sisi Islam memerintahkan agar umat Islam melaksanakan
syariat Islam secara kaffah, di sisi lain ada ajaran-ajaran Islam yang tidak dapat
dilaksanakan tanpa keterlibatan institusi negara.

Dewasa ini di seluruh penjuru dunia, setidaknya ada lima puluh negara
?erdaulat tersebar di benua Asia, Afrika, dan Eropa, di mana penganut Islam
iiwerupakan penduduk mayoritas. Di antara negara-negara tersebut, Iran,
gakistan, Mauritania menjadikan Islam sebagai asas resmi negara. Sekitar lima
:@elas negara termasuk Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Libya,
j%(/laladewa, Maroko, Malaysia, Somalia, Sudan, Tunisia dan Yaman
E;nenjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Sisanya antara lain Albania,
O%zerbaijan (dan negara-negara Asia Tengah lainnya), Gambia, Guinea,
o

Endonesia, Mali, Nigeria, Senegal dan Turki. Meskipun Islam tidak dijadikan
=

Hama resmi negara maupun agama resmi negara yang mayoritas penduduknya
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EH @

eragama Islam.’

Negara-negara yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai negara Islam,

e3dio Y

entu saja pemberlakuan syariat Islam? dapat dilakukan secara kaffah tanpa

enimbulkan polemik yang berarti. Bagi negara-negara yang belum menyebut

sw

irinya sebagai negara Islam, tentu saja pemberlakuan syariat Islam secara

NI

quenyeluruh akan menimbulkan pro dan kontra, setidaknya ada tarik- menarik

c
g\_di antara warganya, sebagian menghendaki diberlakukannya syariat Islam

jeb)
-secara kafah dan sebagian lagi menolak. Hal ini persis seperti yang terjadi di

gndonesia, yang penduduknya mayoritas muslim namun pemberlakuan syariat
Islam telah menjadi persoalan panjang dalam sejarah menjelang dan pasca
kemerdekaan Indonesia.

Di Indonesia polemik penerapan syariat Islam setidaknya terbagi dalam
dua kelompok; satu kelompok mengharapkan syariat Islam seluruhnya dapat
diadopsi menjadi sumber hukum negara dan diberlakukan bagi para pemeluk

gfslam, dan kelompok kedua tidak menghendaki seluruh syariat Islam

r‘.-};Iiformalkan dalam konteks negara. Kelompok kedua ini menghendaki negara

e[S

Hidak perlu banyak campur tangan terhadap agama, karena agama sifatnya

T

JISEoATIUN D

! Tahir Mahmood, “Criminal Lawa in Muslim Countries: Glimpses of Tradisional an
M@em Legislation” , dalam Criminal Law in Islam and the Muslim World, a comparative
Perpective, (Delhi: Institute of Objective Studies), him. 311, sebagaimana dikutip Toto Santoso,
M@bumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2003), him. 113.

o 2 Peneliti menggunakan peristilahan Hukum Islam, Syari’at Islam dalam tulisan ini di
samakan saja walaupun secara luas terjadi perbedaan, di karenakan menurut penulis per istilahan
hulkeum di kenal di indonesia dikarenakan pencampuran peristilahan hukum pada zaman kolonial
befdnda pada saat men jajah di Indonesia. Sedankan syari’at berada di dalam Alquran dan hadits,
yafigf pada akhir tujuan nya adalah sama.
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dividual ®

Menurut Abdurrahman Wahid, kelompok pertama memiliki paradigma

g3d1o ey o

erfikir “berangkat dengan agama untuk menyelesaikan masalah bangsa”,

I1bW

edang kelompok kedua paradigmanya “berangkat dari agama bukan untuk

enyelesaikan masalah-masalah bangsa”.* Sungguhpun demikian kedua

3

elompok ini sebenarnya sama-sama menerima formalisasi syariat Islam pada

ukum-hukum privat tertentu. Yang menjadi perdebatan mendasar di antara

EXSNSNI

—kedua kelompok ini adalah ketika persoalannya menyangkut formalisasi syariat

e

dslam secara menyeluruh. Kelompok pertama sangat mendukung, sedang
kelompok kedua menolak. Kelompok kedua cukup hukum-hukum privat
tertentu saja yang diformalisasikan.

Adanya dua kelompok ini secara tegas muncul ketika terjadi perdebatan
antara Natsir dan Soekarno tentang konsep Islam dan negara pada era awal 40-
an, sehingga menurut Bahtiar Effendi; polemik dalam masalah ini melampaui
@atas nasionalisme.”> Soekarno secara lantang menggulirkan pemikirannya
=
:.-bahwa pemisahan antara Islam dan Negara adalah suatu keniscayaan. la
?’;‘f,alengan tegas menentang pandangan mengenai hubungan legal-formal antara

m

gfslam dan negara.6 Dalam alibinya Soekarno mengatakan bahwa keterlibatan

e

< . .
ahegara dalam pengurusan agama justru akan memperlemah agama, jikalau
W

< 3 Paparan lebih jauh dapat dilihat dalam Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Pefhikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia , (Jakarta:Paramadina, 1998), cet I. him. 84-92.
Er@ng Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983),
cetzl, him. 3.
= * Abdurrahman Wahid, Islam, Pluralisme dan Demokrasi, dalam Arief Afandi (ed), Islam
D@okrasi Atas Bawah, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet ke-1, him. 110.
> Bahtiar Effendi, Islam dan Negara , him. 75.
e ® Soekarno, "Saya Kurang Dinamis ~ , Dibawah Bendera Revolusi , (Jakarta: Panitia Di

Bafah Bendera Revolusi, 1964), him. 452.
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©
Eegara banyak turut campur tangan dalam hal agama, justru menjadikan agama

-
ditu tidak merdeka dan akan menghambat kemajuannya.” Gagasan pemisahan

o
aagama dari negara menurut Soekarno tidak hanya di Turki,akan tetapi tidak

i}isa disamakan Islam di Indoinesia dengan kristen di eropa dalam konteks

=
ckenegaraan seperti Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, Inggris, serta negeri-

= . . i
Jegeri kolonial yang beragama Islam seperti Indonesia.®

c
< Selanjutnya dikemukakan dasar pemikirannya tentang pemisahan

Q;Jagama dari negara dengan mengutip pendapat seorang ulama Al-Azhar (Cairo)
mcSyeikh Ali Abdur Razig,yang dikutip Soekarno pada dasarnya berprinsip
bahwa keharusan bersatunya agama dengan negara tidak dijumpai dasarnya
secara shorih ( pasti ) dalam syaraiat Islam (Alguran dan Sunnah) maupun
ijma’ ulama®, sebab tugas Nabi Muhammad yang terpokok adalah menegakkan
syiar Islam tanpa bermaksud mendirikan negara, atau membentuk khilafah
yang akan menjadi kepala masyarakat politik. Adapun alasan soekarno
?erpendapat seperti di atas, karena apabila agama dijadikan alat pemerintah,

-

:.-maka yang terjadi adalah agama akan dijadikan sebagai alat penghukum raja-

&
Haja yg zalim, dan tangan besi.
Di lain pihak Mohammad Natsir sebagai representasi kelompok Islam

enolak pendapat Soekarno, Natsir percaya akan watak holistik Islam.

@ISI%A!UI] d

'ebagai seorang ideolog muslim kontemporer Natsir sangat meyakini Islam

" Ibid., hIm.404.

% Ibid., hal.407.

® Soekarno, "Saya Kurang Dinamis ~ , Dibawah Bendera Revolusi , (Jakarta: Panitia Di
ah Bendera Revolusi, 1964), him. 405.

1% 1bid., hal.406.

1 Bahtiar Effendi, Islam dan Negara, him. 81
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©
mIEebagai suatu ideologi keagamaan yang rahmatan li lalamain. Sebagai suatu

-
ddeologi, Islam dalam pandangan Natsir mempunyai cakupan pengertian yang

o
osangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri. Cakupan kehidupan

ini tidak hanya meliputi kehidupan dunia tetapi juga kehidupan akhirat. Natsir

=
cmembantah pendapat soekarno, beliau berpendapat bahwa justru dengan

=
quenyatukan agama akan mengembangkan negara, karena dengan agama akan

c
“bisa menghilangkan perilaku zhalim dan yang sejenis dengannya.*?

Segala aspek yang terdapat dalam kehidupan dunia dan akhirat itu

Bly eY

diatur oleh ajaran-ajaran Islam, dalam hal ini Natsir mengutip prinsip Alquran

agar seluruh aspek kehidupan di atur secara Islam, sebagaimana dalam firman

‘ :

Allah berikut:
PR SN Za_ -~ ® 1z RS LER r T R _9&
Mig}bn o= .7 3105371, ~SEgE
88 284, ) 2 o 47
20 U 3 =) )
(ﬁ\rtinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
o keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
= Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*®
@
&5 Islam secara kaffah sering disamapikan oleh para ulama, Islam secara
B8

I

kaffah diterjemahkan oleh sebagian orang dengan kembali ke Alquran dan

n

Euadits, bahkan penerapan hukum Islam atau negara Islam hukumnya sudah
(g°]
HEbersifat wajib. Meskipun kita bisa saja bertanya hukum Islam dan negara Islam
]
Slalam mazhab siapa dan era siapa yang dimaksudkan. Istilah Islam kaffah atau

Sberislam secara kaffah berasal dari Surat al-Bagarah ayat 208 di atas.

12 Ahmad Suhelmi, Soekarno versus Natsir , (Jakarta: Dar Al-Falah, 1999) cet. I, him. 74.
3 Q. S. al-Bagarah (2): 208.

neny wisey jrrefg uej



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

% eysng NIn!jlw ejdid ey @

¢

nei

Awalnya ayat ini turun perihal ‘Abd Allah bin Salam bersama para
sahabatnya yang berasal dari Yahudi Bani Nadhir di Madinah, meskipun
mereka sudah memeluk Islam, mereka masih terpengaruh oleh norma-
norma agama Yahudi seperti penghormatan terhadap hari Sabtu dan
keharaman daging unta. Perbuatan setengah-setengah ini yang ditegur oleh
Allah swt. sebagaimana keterangan Syaikh Wahbah al-Zuhayliy berikut
ini:

Sl pntt Vool il 51 2554 05 andemy 2L G 151l gl el L

e e slandl ol e il e (el b pndas Yy Ol td) uply 1,31y 1520l

158,85 ol gl W agel o oy oD Al e 3 5 2,31 i o 31 kel

Ol wgele el oL U g3 ans oI

Artinya, “Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam seluruhnya,

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

bukan sebagian-sebagian, atau berdamailah, dan beramallah sesuai
dengan semua hukumnya. Jangan bersikap munafik. Waspadalah
bisikan setan. Jangan kalian ikuti apa yang diperintahkan setan karena
la adalah musuh vyang jelas-jelas memusuhimu. Al-Thabraniy
meriwayatkan bahwa ayat ini turun perihal ‘Abd Allah bin Salam dan
sahabatnya dari kalangan Yahudi ketika mereka mengagungkan hari

Sabtu dan enggan terhadap daging unta setelah mereka memeluk
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7
©
g Islam. Tetapi sikap mereka diingkari oleh para sahabat rasul
5 1 . 214
o aimnya,
=
jeb)
3 Natsir berpendapat bahwa memahami ayat di atas yang terdapat juga

;_pada surat al-Bagarah ayat 208 menjelaskan masuk kedalam Islam itu harus

%ecara totalitas bahkan sekalipun antara agama dengan negara dan sebaliknya.

@erdasarkan ayat Alquran di atas dan pemikiran idiologinya itu, Natsir

Tﬁenolak segala bentuk pemikiran sekuler, sebab pemikiran tersebut

Egunengabaikan nilai-nilai transendental Islam.

- Polemik Soekarno dan Natsir masih bersifat eksploratif, sejak semula
keduanya tidak bermaksud untuk merumuskan konsep-konsep yang siap pakai
mengenai hubungan antara agama dan negara. Namun keduanya juga tidak
bermaksud untuk menemukan titik temu (kalimah sawa’) di antara mereka.
Keduanya hanya ingin menunjukkan posisi ideologis-politis masing- masing.

U,?\kibatnya perdebatan-perdebatan itu hanya memperlihatkan berbagai

%erbedaan yang tampaknya tak terjembatani antara kedua kelompok politik

gang berseberangan tersebut.

~ Mewakili kelompok nasionalis Soekarno kurang berhasil memberi

gubstansi keagamaan terhadap pandangannya mengenai hubungan Islam dan

%egara yang telah mengalami dekadensi, oleh karena itu meskipun

]
gnengimplikasikan paham kaitan non formal atau etis antara Islam dan negara,
L 2]

0p]
dalam pandangannya banyak aktivis politik Islam, mengemukakan konsep

' Lihat Wahbah al-Zuhayliy, Al-Tafsir al-Wajiz, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th), halaman
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©
gang dibayang- bayangi oleh semangat sekularisme Ataturk, yang disebut

-
cfdengan nada pejoratif sebagai pemisahan Islam dari negara. Dipihak lain,

o
afanggapan-tanggapan Natsir tampaknya tidak cukup matang. Jawaban-

= .
Jawabannya terhadap tantangan- tantangan Soekarno kurang berhasil
=

cmengartikulasikan secara bermakna watak dan bentuk kaitan politik antara
islam dan negara. Malah, ia berhenti pada pernyataan- pernyataan normatif dan

c
umum mengenai Islam yang mungkin mempengaruhi model kaitan antara

Q;ljaedua aras religio-politik ini.

g Polemik ini menjadi semacam pertarungan ideologis antara dua
kelompok, yang kemudian disebut dengan kelompok Islam dan kelompok
nasionalis. Kelompok Islam diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar
Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso dan A. Wahid Hasyim. Kelompok ini
berpandangan bahwa, karena posisi Islam di Indonesia begitu mengakar, maka

negara harus didasarkan kepada Islam. Sedangkan kelompok nasionalis

;@ipelopori oleh Soekarno, Hatta, dan Supomo. Kelompok ini berpandangan

2

~Bahwa negara harus lebih berorientasi kepada persatuan dan kesatuan bangsa.

e[S

=Kedua kelompok ini terdapat dalam suatu badan yang dibentuk untuk

D

g‘.hempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang disebut BPUPKI (Badan

%enyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu

S

ZZyunbi Cyoosakai.’?
Anggota BPUPKI dilantik pada 28 Mei 1945, dan antara 29 Mei -1 Juni

945 diselenggarakan sidang-sidang pertama yang ternyata berlangsung cukup

% 1bid, hlm 75.
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©
Eangat. Anggota BPUPKI semula berjumlah 60, kemudian bertambah 8

gpenjadi 68 orang. Dilihat dari sudut perimbangan ideologi politik, menurut
-Q_gpengamatan Prawoto Mangkusasmito, hanya sekitar 20% saja dari 68 orang itu
g{ang benar- benar mewakili aspirasi politik golongan Islam.'® Selebihnya
gwewakili pandangan nasionalisme yang dalam hal ini tidak mau membawa
ﬁgama ke dalam masalah kenegaraan. Sedangkan yang dimaksud dengan

c
%spirasi politik golongan Islam ialah diusulkannya Islam sebagai dasar filosofis

Q\;::;egara yang hendak didirikan. Bagi mereka Islam itu lengkap, meliputi seluruh
%imensi kehidupan manusia.

Perdebatan yang cukup panas terjadi ketika BPUPKI mulai membahas
persoalan idiologi negara. Kelompok nasionalis bersikeras menjadikan
nasionalisme sebagai dasar negara, sedang kelompok Islam menghendaki
Islam sebagai dasar negara. Ketegangan tersebut mereda ketika dicapai
kesepakatan dibentuknya panitia kecil yang beranggotakan sembilan. Panitia
m%i secara khusus bertugas untuk merumuskan dasar negara yang terbebas dari
gwilayah konflik. Panitia kecil ini terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, A.
::5;. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus
A

?alim, Achmad Soebarjo, Abdul Wahid Hasyim dan Muhammad Yamin."

Dari panitia kecil ini, setelah melalui perdebatan panjang tercapai kesepakan

ISI

Jumusan dasar negara yang di dalamnya terdapat rumusan "Percaya kepada

}ns jo

16 Prawoto Mangkusasmito, Perumusan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah

P@/ekﬂ (Jakarta: Hudaya, 1970), him.12

Endang Syaifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Bandung: Penerbit

Pustaka, 1983), cet. Il, him. 26.
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©
mIlIuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

-
cpemeluknya.” Rumusan ini dikenal dengan nama "Piagam Jakarta"”, karena

d

wditandatangani di Jakarta.'®
Inilah kesuksesan pertama umat Islam dalam memperjuangkan

spirasinya ke dalam negara. Tetapi ternyata kesuksesan ini hanya berlangsung

NI 1w

c’s)elama 57 hari.’® Dua jam menjelang pembacaan teks proklamasi terjadi

n

@erubahan besar terhadap apa yang telah dihasilkan dalam sidang-sidang PPKI
-yang sangat melelahkan. Di antara perubahan itu ialah dihapuskannya Piagam
%akarta dari Preambul Undang-undang Dasar 1945 karena adanya desakan dari
kalangan Indonesia Timur. Anak kalimat pengiring yang terdiri dari tujuh atau
delapan perkataan di atas dirasakan oleh sebagian bangsa kita di belahan
Indonesia Timur sebagai diskriminatif terhadap pemeluk agama lain.® Dengan
dihapuskannya Piagam Jakarta dari UUD 1945, pupus sudah harapan umat
Islam untuk menjadikan Islam sebagai asas legal-formal segala sendi

f-ﬁehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Ternyata hal ini dari sebagian kalangan Islam tidak menerima begitu

E[SI Jje

saja penghapusan tersebut. Terbukti pasca Indonesia terbebas dari tekanan

JI

?enjajahan dalam arti sebenarnya, dan kehidupan politik mulai berjalan

fkemball di negeri ini, wacana "Piagam Jakarta" kembali mencuat pada masa

ISI

Qkampanye pemilu tahun 1955. Dipelopori oleh MASYUMI yang diketuai oleh

. Natsir, kelompok Islam kembali mengajukan gagasan mereka mengenai

“®Ibid, him, 27.
19 safii Maarif, Islam dan Politik, him. 29.
20 prawoto, Perumusan Historis Rumus Dasar Negara, him. 26,
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©
mIsIam sebagai dasar ideologi negara.
; Mengingat perolehan suara partai Islam pada pemilu 1955 hanya
-;?}13,5%, maka perjuangan menegakkan kembali piagam Jakarta bukan hal yang

udah. Sementara di pihak lain, partai-partai yang berhaluan nasionalis sama

@ 15w

kali tidak memberikan kesempatan untuk kompromi. Sebagaimana

igambarkan Adnan Buyung Nasution, perdebatannya bersifat ideologis,

SN |

§n

utlak dan antagonistik, sehingga partai-partai dari kubu Islam dan nasionalis

- AR

jdak saling mendekati satu sama lain, melainkan bahkan semakin jauh

el

Perdebatan ini akhirnya menghasilkan berita yang mengecewakan bagi
umat Islam, karena perjuangan ini tidak menghasilkan apa-apa, bahkan
berujung pada dibubarkannya MASYUMI oleh Soekarno pada tahun 1960
disebabkan soekarno mengangap MASYUMI melawan ideologi negara.??
Bubarnya Masyumi berarti redupnya perjuangan Islam untuk membawa syariat
=I%’slam ke dalam Negara. Karena partai Islam lain yang kala itu juga cukup
i-l;esar, yaitu Nahdhatul Ulama (NU), mengambil jalan berkolaborasi dengan
%oekarno. Praktis saja, perjuangan-perjuangan penegakkan syariat Islam dalam
gﬂentuk yang formal sudah tidak terdengar lagi sampai runtuhnya pemerintahan
%oekarno.

Berharap mendapatkan dukungan dari pemerintahan baru, aktivis

olitik Islam justru mendapat tekanan berat ketika memasuki rezim baru.

A

21 Adnan Buyung Nasution, The Aspiration for Constitutional Governmen ini Indonesia :(
cial Legal Study of Indonesia Konstituante 1956-1969), him. 41.
22 Syafii Maarif, Islam dan Politik., him. 75.
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©
mIPadahaI ketika itu berbagai komponen Islam sangat berharap besar terhadap

gemerintahan baru ini agar komponen Islam turut berperan dalam pengambilan
-;?kebijakan. Tetapi ternyata pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan
?_s_ebaliknya, yaitu menolak tuntutan kelompok Islam agar Piagam Jakarta
gilegalisasikan kembali pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
§ementara (MPRS) tahun 1968, dan dilangsungkannya kongres umat Islam di

c
”t?;_ahun yang sama.”® Dengan demikian pupus sudah harapan kalangan Islam

Q;:;jntuk mewujudkan cita-cita menegakkan syariat Islam di Indonesia. Apalagi
%emerintah Orde Baru kemudian mengiringinya dengan kebijakan depolitisasi
Islam. Islam dijauhkan dari kehidupan politik. Masa-masa dekade pertama dan
kedua pemerintahan Orde Baru diwarnai ketegangan antara kalangan Islam dan
elit pemerintahan. Yang paling memukul umat Islam adalah munculnya
peraturan dari pemerintah agar semua kekuatan sosial politik menggunakan
asas tunggal Pancasila. Dalam pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus
;‘?982’ Presiden Soeharto menegaskan bahwa, "seluruh kekuatan sosial dan

-

o . " i

;Pohtlk harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah
&

=Pancasila."*

Perkembangan itu sangat mengecewakan sebagian besar masyarakat

uslim di Indonesia. Mereka merasa bahwa, tidak saja tokoh-tokoh mereka

ISI%A!U“ D

I8!

isingkirkan dari arus utama politik bangsa, tetapi bahkan sampai tahap

rtentu- diskursus politik negeri ini pun tidak mencerminkan kenyataan bahwa

[EEN

=

nerny wisey pie

28 Allan Samson, Islam in Indonesia Politics, (Asian Survey. No. 12, Vol VII1), him.

gs uy ”1‘[%}0

** Presiden Soeharto, Amanat Kenegaraan 1V 1992-1995 , Jakarta: Inti Idayu Press, 1985,

[EEN
[N
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©
mZﬁwayoritas penduduknya Muslim. Oleh karena itu sedemikian pahitnya, mereka

-
dmnerasa bahwa pemerintah Orde Baru telah memperlakukan para pemimpin dan

o
aaktivis politik muslim tidak sewajarnya, terutama yang berasal dari Masyumi

=
Ztidak didengarkan ide-idenya, seperti "kucing kurap".”®

NIN X

Politik Orde Baru yang represip terhadap aspirasi politik umat Islam
g?)erlangsung sampai pertengahan dekade 80-an. Mengurangnya representasi
w

gerhadap aspirasi politik Islam sebenarnya tidak berdasarkan munculnya

Py
ckesadaran, melainkan lebih pada pencarian dukungan politik. Sebagaimana

Cdiketahui, bahwa pada era menjelang tahun 90-an, telah terjadi kebangkitan
sosial sebagai akibat semakin cerdasnya umat Islam Indonesia. Kebangkitan
tersebut memunculkan tekanan politik baru ketika kelas menengah muslim
mendesak representasi yang lebih besar bagi umat Islam dalam pemerintahan
dan masyarakat.?

Pada akhirnya kebangkitan tersebut memaksa Soeharto mengevaluasi
ebijakannya mengenai Islam. Soeharto mulai melunakkan sikapnya terhadap

mat Islam dan beberapa kepentingan Islam mulai diakomodasi. Bukti-bukti

ang menunjukkan sikap akomodatif negara terhadap Islam mencakup

2 Ungkapan ini berasal dari laporan pertemuan sejumlah pemimpin Muslim reformis
paga 1 Juni 1972, sebagaimana dikutip dalam Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual
Responses to "New Order" Modernization in Indonesia , (Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan
Pustaka KementrianPelajaran Malaysia, 1982), him. 121. Lihat juga Ruth Mc Vey, "Faith as the
Outsider: Islam in Indonesia Politics,"James Piscatori (ed.), Islam in the Politic Process,
(Cambridge University Press, 1983), him.199. Maka bisa dipahami jika banyak dari mereka yang
metihat politik pengasastunggalan Pancasila sebagai upaya lebih jauh yang sengaja diambil oleh
pemerintah untuk melakukan depolitisasi terhadap Islam. (Lihat,"Robohnya Dinding Politik
Islw 7, Tempo, 29 Desember 1984, him.12-16.

> %6 Robert W. Hefner dalam Ahmad Baso (ed), Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di
Indonesia, (Jakarta: ISAI, 2001), him. 114-115.

gsIoATU() JIUIRES] 3PS
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©
?iterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial

gkonomi dan politik umat Islam. Setidaknya ada lima hal penting yang
-;?perhubuangan dengan bentuk akomodatif legislatif negara terhadap Islam:

21) disahkannya Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 1989%;

22) disahkannya Undang-undang tentang perkawinan tahun 1974,

3) diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama (UUPA) tahun 1989

NS N

< dan Kompilasi hukum Islam pada tahun 1991,
jeb)

04) diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991;
g5) dikeluarkannya surat bersama tingkat menteri berkenaan dengan badan
Amil zakat, infak dan shadagah (BAZIS), dan
6) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun
199378

7) Sikap akomodatif Orba terhadap Islam semakin terlihat dengan

dibentuknya lkatan Cendikiawan Muslim (ICMI) dan didirikannya Bank

;U') Muamalat Indonesia.

=

; Keruntuhan Orde Baru pada tahun 1998 memberikan optimisme yang
a.ebih besar lagi kepada umat Islam untuk mewujudkan impiannya membawa
gﬁyariat Islam ke dalam bentuk yang formal dalam sistem ketatanegaran
é'ndonesia. Kesempatan tersebut langsung digunakan umat Islam dengan
®

nembentuk partai- partai Islam. Bahkan MASYUMI sebagai partai masa lalu
=]

&ang telah dibubarkan Soekarno hidup kembali. Kali ini para elit Islam harus
<

g”.nenghadapi kenyataan pahit yang benar-benar didukung oleh fakta-fakta.

°" Dalam undang-undang ini secara eksplisit peran pengajaran agama pada semua tingkat.
28 Bachtiar Effendi, Islam dan negara, him. 273.
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©
mIKetika suasana politik sedemikian bebasnya, ternyata partai politik yang

-
cberasaskan Islam tidak mendapatkan suara yang signifikan dari masyarakat

©
amuslim sendiri. Pada Pemilu 1999 hasil suara keseluruhan partai Islam tidak

iebih dari 20%, bila PKB dan PAN digabungkan pun paling-paling hanya

e

csekitar 35%.%°

0 Realitas ini tentu saja sebagai pukulan telak terhadap para elit politik
c

leslam yang hendak mengusung syariat islam ke dalam negara. Karena dengan
jeb)

-suara itu, maka sudah tentu perjuangan penegakkan syariat Islam melalui

e

Sparlemen akan menemui banyak kesulitan. Belum lagi kalau suara di atas
dikurangi dengan suara PKB yang sekitar 13%, diketahui bahwa PKB adalah
salah satu partai Islam yang tidak memperjuangkan formalisasi syariat Islam.

Namun demikian, kelompok Islam tertentu masih sangat kuat
perjuangannya dalam berupaya mengangkat syariat Islam ke dalam negara.
Secara formal perjuangan mereka diwakili oleh partai-partai Islam yang ada di

?arlemen. Terlihat jelas dalam dua momentum ST MPR Tahun 2000 dan 2001
r;}.«amg lalu, dua partai Islam; Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan
%intang memperjuangkan untuk masuknya kembali "tujuh kata" tentang syariat
glfslam dalam Piagam Jakarta. Bahkan secara informal mereka
_:rg'nengkampanyekannya melalui berbagai program yang dimotori oleh beberapa
®

L:"érganisasi keagamaan, seperti FP1 (Front Pembela Islam), MMI (Majelis

(=}
%ujahidin Indonesia), KISDI (Komite Solidaritas Islam), Lasykar Jihad Ahlus

=

s

=

W % Ahmad Zubaidi, "Pil Pahit bagi "Islam Politik", Pelita Bangsa 3 September 1999
dand'Skeptisisme bangkitnya Parpol Islam ~ Duta Masyarakat, 3 September 1999.
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unnah wal-Jamaah dan lain sebagainya.

Yang menarik dicermati adalah adanya pertarungan dua kelompok

(%)

lam dalam menyikapi masuknya Islam sebagai ideologi. Dalam logika

mum, seharusnya kelompok Islam bersatu dalam mengartikulasikan

lgw 23d19 Yey O

epentingan politiknya terutama untuk mengusung syariah islam menjadi
ukum formal di negeri ini. Tetapi mengapa justru kelompok Islam berhadapan

atu sama lain. Kalau pada masa-masa sebelum era 60-an, barangkali wajar

BASNSSN I B3

“karena yang berhadapan adalam kelompok Islam dan kelompok nasionalis.

e

Tetapi pasca 60-an, petanya berubah total, karena salah satu partai Islam
terbesar saat itu, yaitu Nahdhatul 'Ulama (NU), justru memilih berkalaborasi
dengan Soekarno. Praktis saja setelah kolaborasi ini terjadi, meskipun ada
kelompok Islam yang dekat dengan kekuasaan tetapi suara perjuangan
pengusungan syariah ke dalam negara hampir tidak terdengar lagi. Beberapa
kelompok Islam yang tetap menginginkan syariat Islam dijadikan hukum
;?ormal memilih menjauh dengan kekuasaan, kalau tidak mau dikatakan
E’beroposisi".

®

Pasca kejatuhan rezim orde baru kebebasan sudah terbuka lebar,

Q orwe]

acana pemberlakuan syariat Islam bergema kembali. Pada era ini terjadi

2aTu

etegangan yang cukup kasat mata, yaitu antara kalangan Islam yang

'emperjuangkan syariat Islam dan kalangan yang menentang. Dua kubu ini

z%usx

lalu berhadap-hadapan dengan argumentasi yang berbeda-beda.

7°

Dalam kajian sejarah Indonesia, sepertinya umat Islam selalu

isibukkan dengan wacana-wacana teologis yang menghabiskan energi.
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©
?ementara persoalan-persoalan pragmatis umat jarang sekali menjadi objek

-
cpembicaraan. Perseteruan dua kubu, antara kalangan Islam yang

o
amemperjuangkan Syariat Islam agar menjadi hukum formal bagi umat Islam

=
-Indonesia dan kalangan yang menentangnya, telah membuat agenda-agenda

=
ckeumatan yang paling penting terabaikan, semisal masalah pendidikan dan

SsN

esejahteraan.

Dalam usaha untuk menciptakan kesejahteraan tersebut, perlu dicarikan

@ edsn

lusinya agar umat Islam tidak terjebak dalam wacana yang penuh idealisme

el

Tetapi persoalan umat terabaikan. Solusi ini tentu saja harus berupa jalan tengah

yang dapat mengakomodasi kedua kelompok ini. Dalam kondisi sekarang ini
ada dua pendapat yang berbeda dengan argumentasi yang berbeda pula.
Masing-masing bersikeras mengaktualisasikan idealismenya, tidak ada upaya
pencarian solusi, umat Islam Indonesia tidak akan pernah maju. Seharusnya
umat Islam dapat berkaca dengan sejarah, di mana kemunduran umat ini
;@isebabkan perselisihan umat Islam sendiri dalam bidang-bidang teologis.

Dari perkembangan masalah penerapan syari’at Islam di Indonesia

Tyejsy 33

danya pro dan kontra, menjadi latar belakang penulis dan mendorong untuk

@D

eneliti lebih lanjut. Penelitian ini penulis tujukan pada pemikiran dan

ATU

erkembangan politik Islam di Indonesia. Dari sinilah penulis merasa perlu

w

E[]ntuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk disertasi dengan harapan
=]
@apat menemukan jawaban terhadap persoalan ini. Dari sini penulis beri judul:
e
g‘Mengimplementasikan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif

km%iyésat Syar’iyah”

nery wisey jix
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o
{ah]
G
APembatasan dan Perumusan Masalah
o
g Pembahasan mengenai penerapan syariat Islam dan negara cakupannya

ﬁangat luas baik dari dimensi waktu maupun tempat. Dari dimensi waktu relasi
%Iukum Islam dan negara sudah terjadi sejak Rasulullah saw. mendirikan
‘Cﬂegara Madinah kemudian berlanjut sampai sekarang, sedangkan dari dimensi
%empat penerapan Hukum Islam dan negara terjadi di seluruh negara yang
gnayoritas penduduknya Islam.

- Melihat luasnya pembahasan tema ini, tentu saja tidak mungkin untuk
membahasnya secara keseluruhan. Karena itu penulis berusaha membatasi
penulisan disertasi ini pada “Implementasi hukum Islam di Indonesia” sejak
kemerdekaan sampai sekarang, khususnya tarik menarik antara kelompok yang
mendukung formalisasi syariat Islam dan yang menolak. Yang dimaksud
mendukung di sini ialah mendukung formalisasi syariat Islam di Indonesia.
7

;,.,’"‘;edangkan yang dimaksud menolak di sini ialah bukan menolak secara
%eseluruh, tetapi masih menerima formalisasi syariat Islam dalam hal hukum-

awukum privat.

Adapun objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah

ISI9ATU)

_) Mencari makna hukum Islam,

) Penerapan syariat Islam dalam sebuah negara dengan pandangan kalangan
pemikir Islam,

) Pemberlakuan syariat Islam dalam lintasan sejarah,

) Gerakan Islam yang berusaha mengusung syariat ke dalam negara di

nery wisey JugAg geiing ja A
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Indonesia sampai saat sekarang ini.
Setelah membahas secara panjang lebar tentang realisasi hukum Islam
an negara di Indonesia, penulis kemudian berusaha mencarikan format ideal
emberlakuan hukum Islam di Indonesia. Inilah yang menjadi tujuan inti

enulisan disertasi ini. Di atas sudah dijelaskan bahwa masalah yang akan

NI AW gidido e @

cBenulis bahas dalam disertasi ini adalah bagaimana penerapan hukum Islam di

c
lendonesia. Masalah pokok ini dapat diperinci menjadi sub-sub masalah sebagai

jeb)

=berikut:

QD

<1. Bagaimanakah eksistensi dan posisi hukum Islam dalam konteks negara?
2. Bagaimana pro dan kontra penegakan hukum Islam di Indonesia?

3. Bagaimanakah format ideal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia

untuk kelompok yang memperjuangkan dan yang menolaknya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, tujuan penelitian ini

¥1S

H.dalah sebagai berikut:

. Mengetahui eksistensi dan posisi hukum Islam dalam konteks negara.
. Mengetahui pro dan kontra penegakan hukum Islam di Indonesia?
. Mengetahui format ideal pemberlakuan hukum Islam di Indonesia untuk
kelompok yang memperjuangkan dan yang menolaknya.
Di samping tujuan-tujuan seperti di atas, penelitian ini diharapkan dapat

erguna.

neny wisey jrreAg ueyng jo AJrsIapgJuIWR[S] @
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1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan
_ khasanah kepustakaan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia

- 2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi

para pengambil kebijakan politik yang dapat dijadikan dasar dalam

merumuskan aturan-aturan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-

masalah kenegaraan.

jeb)
=
c
@ 3. Persyaratan di dalam menyelesaikan studi S-3 pada program pascasarjana
jeb)

©
i
Q
e
£
o
=
Z
w
=
A

UIN SUSKA Riau.

QO

DDefinisi Operasional

Diskursus pemberlakuan syariat Islam merupakan tema yang menjadi
wacana yang masuk ke dalam sidang-sidang parlemen. Hal ini menjadi
fenomena sosial yang bertentangan antara semangat mengusung syariat ke
dalam institusi negara dengan mayoritas masyarakat muslim Indonesia. yang
terjadi adalah mayoritas beragama Islam, tetapi upaya memperjuangkan

;-?yariat Islam selalu kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan masyarakat

-

:.-miskin lebih senang memilih partai-partai nasionalis dibandingkan dengan

F—

+¥]
=partai Islam. Fakta ini menjadi fenomena yang menarik banyak kalangan untuk
=

g‘.henyelidikinya. Banyak karya yang menyoroti pergerakan politik Islam di

éndonesia, terutama kaitannya dengan tarik-ulur kelompok-kelompok Islam

w

thialam memperjuangakan syariat Islam. Ada beberapa juga yang muncul
(=}

&bagai pemikiran atas respon terhadap problematika pemberlakuan syariat
o

SBIsIam di Indonesia.

Di antara buku-buku yang sudah mengkaji persoalan tersebut ialah

neny wisey jrredg
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©
milb\hmad Syafi'i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang

-
Percaturan dalam Sidang Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), Deliar Noer,
o

aBerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta:LP3ES, 1990), Bahtiar Effendy,
islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di
gwdonesia, (Jakarta: Paramadina, 1999), Masykuri Abdillah, Demokrasi di
jﬁersimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep

c

;Demokrasi (1966-1993), M. Syafi'i Anwar: Pemikiran dan Aksi Islam
Q\;si:ndonesia, Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru,
%akarta: Paramadina, 1995), Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam
Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), M. Rusli Karim, Negara
dan Peminggiran Islam Politik (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), William
Liddle, "Skriptularisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi
Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru", yang dimuat dalam Mark R.
Woodward (ed), Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam
gfndonesia, (Bandung: Mizan, 1999), dan Din Syamsuddin, Islam dan Politik

-

~Era Orde baru, (Jakarta: Logos, 2001).

2

Semua karya-karya ini lebih banyak membahas aktivismenya, atau

apat dikatakan hanya mendiskripsikan perjalanan sejarah politik Islam di

egeri ini. Adapun karya-karya yang memberikan solusi secara langsung

IQATUQ DTWIR]S

IS

erhadap persoalan tarik ulur antara golongan substansialis dan formalis belum

A

anyak dilakukan.
Oleh Karena demikian, dalam penelitian ini penulis —setelah melakukan

engkajian teoritis dan historis- akan mencoba mencari jalan tengah dari

neny wisey jrredg uejngjo
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©
miﬁlainstreem yang ada. Yaitu dengan melakukan pengkajian tentang pengertian

-
csyariat Islam serta penerapannya di dalam sebuah negara. Kemudian peneliti

o
amencoba menilik ke belakang bagaimana syariat Islam diberlakukan di masa

=
—Rasulullah saw., empat sahabat besar serta masa bani Umaiyah, Abbasiah dan

=
cmasa modern. Kajian historik ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana

= .
(grang-orang terdahulu  memperlakukan syariat Islam dalam konteks

c

kaenegaraan. Selanjutnya penulis menilik kepada tarik menarik aktivisme elit
jeb)

politik Islam di Indonesia tentang pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

©
ESMETODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini
adalah penelitian kepustakaan (Library Researc), yakni dengan membaca
dan menalaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan
Implementasi Hukum Perdata dan Pidana Islam di Indonesia dalam
Perspektif Siyasat Syar‘ivah.®*® Peroses menghimpun data dapat diperoleh
dari berbagai literature, baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain.
Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan literature bukan hanya buku-
buku yang relevan dengan topic penelitian, melainkan juga berupa bahan-
bahan dokumen tertulis lainnya, seperti majalah-majalah, dan Koran-
koran.®!

Analisis data studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan

nery wisey jiRAg uejng yo Ajrs1aArup srwre[sy aje3s

% ey J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, (Bandung, 20000,
6.
%1 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta : UGM, 1986), him, 9.
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teknik analisis wacana (discours analisys)® dan teknik analisis
hermeneutic, artinya pemikiran-pemikiran tentang penerapan syari’at
Islam yang tersebar dalam pemikiran intelektual muslim akan
dideskripsikan apa adanya untuk kemudian pemikiran tersebut dianalisis.*
Sumber Data
Pengumpulan data penelitan ini dapat dikategorikan pada
pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah
sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk
mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan
penelitian.3* Data primer penelitian ini adalah Di antara buku-buku yang
mengkaji pemikiran para ahli tentang penerapan syari’at Islam tersebut
seperti:
1. Muhammad Sa’id al-Asymawiy. Dalam bukunya “Ushdl al-Syari’ah”
yang diterjemahkan oleh penerbit LKIS menjadi “Nalar Kritis Syari’ah”
ini sangat membantu penulis dalam memahami konsep-kosep syari’ah

dalam kajian ini . Dalam bukunya, al-‘Asymawiy mengungkapkan

tiaacd

*Diantara kararkteristik analisis wacana adalah pertama, wacana dipahami sebagai sebuah

akan (action). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiaasikan wacana sebagai bentuk

intefaksi, dan bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Kedua,
me_gwpertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana
dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga,

m

nempatkan wacana dalam konteks social tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks

dap, tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek
penting untuk bisa dapat dimengeti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu
aspék penting untuk bisa dimengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis
terfentu. Bahasan alaboratif periksa Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media.
(Y@gyakarta: LKIS, 2001), 8-11

=
ooy
%]

%% Dedy Mulyana, Meteodolagi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi

Lmu Sosial Lainnya, (bandung, Rosda Karya, 2002), him, 195.

** Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997),

-t
hin;416
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pandangan-pandangannya tentang akar bahasa, akar sejarah, perinsip-
perinsip umum syari’ah dan dasar-dasar penerapan syari’ah serta dasar-
dasar pemerintahan syari’ah. Kemudian pada bagian akhir buku ini, al-
Asymawi mencoba mengkritisi undang-undang Mesir yang berlaku saat
ini. Hal ini tentu sangat berbeda dangan pandangan sebagian kelompok-
kelompok yang hanya menyanjung-nyanjung keagungan syariat Islam
misalnya, atau kelompok yang hanya megkritisi syari’ah tanpa mau
memberikan  solusi ~ bagaimana  seharusnya  syari’ah  Islam

mengejawantahkan dirinya dalam konteks berbangsa dan bernegara.

. Kemudian buku ¢ Syariat Islam Yes Syariat Islam No. Dilema Piagam

Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945 “ yang disunting oleh Kurniawan
Zein dan Sarifuddin, HA. Buku ini hanyalah merupakan sebuah
kumpulan tulisan yang di himpun dari berbagai media massa, belum

sampai pada konklusi- konklusi tertentu.

. Selanjutnya adalah buku “ Membumikan Hukum Pidana Islam,

Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda” yang ditulis oleh Topo
Santoso SH. MH. Secara umum dalam buku ini penulis ingin menepis
image negatif masyarakat Muslim dan dunia luar bahwa Hukum Pidana
Islam sebagai hukum yang sadis, kejam, melanggar Hak Asasi Manusia
dan telah kedalu warsa. Penulis buku ini berusaha untuk menggambarkan
Hukum Pidana Islam secara utuh. Gambaran tentang administrasi
Peradilan Pidana Islam, perlindungan HAM dalam Hukum Pidana Islam,

efektifitas penerapan syariat Islam untuk membentuk “Non criminal
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society” (masyarakat anti kriminal) dan agenda serta tantangan untuk
membumikan Hukum Pidana Islam.

. Buku-buku lain seputar masalah syariat Islam di Indonesia antara lain:
Pertama, Indahnya Syariat Islam. Oleh Daud Rasyid, Kedua, Penegakkan
Syariat Islam Menurut Partai Keadilan. Oleh Nandang Burhanuddin.
Ketiga, Penegakkan syariat Islam di Indonesia. Oleh Rifyal Ka’bah.
Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berasal dari bahan-bahan
yang disampaikannya dalam berbagai forum dan kesempatan. Keempat,
Penerapan Syariat Islam di Indonesia, Antara Peluang dan Tantangan.
Buku ini disunting oleh Bukhari Yusuf dan Imam Santoso.Buku ini
terdiri dari tulisan-tulisan per tema yang ditulis oleh berbagai tokoh
terkemuka di Indonesia.

. Wacana Syariat Islam Menangkap Potret Gerakan Islam di Indonesia
yang ditulis oleh Khamami Zada, Syariat Islam di Indonesioblem
Masyarakat Muslim Kontemporer oleh Adian Husain, MA. Menawarkan
Substansi Syariat Islam oleh Ahmad Syafii Maarif. Ketiga tulisan
tersebut pernah dimuat dalam Jurnal Tashwir al- Afkar edisi No 12 Th.
2002.

Sedangkan data sekunder adalah karya lain yang berhubungan dengan

ubjek pembahasan penelitian ini yang berhubungan dengan siyasah syari’ah.

. Teknik Pengumpulan Data

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
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menggunakan metode pengumpulan data secara literasi pustaka, yaitu
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dengan melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap,
yakni sebagai berikut®:

a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih
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sebagai sumber data, yang memuat pemikiran tentang syariat Islam yang

telah ditentukan dalam penelitian.

. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek penelitian.

Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan
pustaka yang menunjang sumber data perimer. Pemilihan sumber data
primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk

kepada focus dan tujuan penelitian.

. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih,baik tentang substansi

pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara

berulang-ulang.

. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan

penelitian.Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan
pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan
kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam

lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.

. Mengkelasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada

pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari

neny wisey jrredgluejing jo AJISIdAIuU) dDTWe[S] 33e)S

% Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh, (Bogor: Kencana, 2003), cet ke 3, him. 223-225
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tulisan yang sudah disusun, mana yang dipandang pokok sehingga dapat
digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjang penelitian.

4. Teknik Analisis Data dan penulisan

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan,dan setelah
tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan
menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis
(Conten analysis) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar
belakang situasi dan budaya. Metode ini adalah salah satu alternatif untuk
melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang
selama ini banyak digunakan oleh para penelitian. Jika pada analisis
kuantitaif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” (What) dari
pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih dipokuskan oleh
untuk melihat “bagaimana” (How), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga
bagaimana pesan disampaikan. Beberapa perbedaan mendasar antara
analisis wacacana dengan analisis isi yang besifat kuantitatif. Analisis
wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam
analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada
pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis
ini. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks
komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan anlisis wacana justru
memfokuskan pada pesan yang bersifat laten (tersembunyi). Analisis isi
kuantitatif hanya dapat mempertimabangkan “apa yang dikatakan”, tetapi

tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (How). Analisis wacana
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tidak dapat berprentasi melakukan generalisasi, sedangkan analisis isi

kuantitatif memang diarahkan untuk membuat generalisasi.

Model analisis wacana yang diperkenalkan oleh Van Djik sering kali
disebut sebagai “kognisi social”, yaitu: suatu pendekatan yang diadopsi dari
bidang psikologi social. Sedangkan teknik penulisan yang digunakan dalam

tulisan ini ada beberapa hal di antaranya:

a. Deduktif, yaitu mengumpulkan suatu data yang bersifat umum, kemudian

diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta dan pengalaman empirik,

kemudian digeneralisasikan menjadi suatu statemen.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas dan terarah dalam penelitian ini, penulis membuat

suatu acuan sistematika penulisan yang terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab.

5

“BAB I. Pendahuluan yang akan membahas latar belakang masalah, pembatasan

asalah, dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi

HI.IIEéSI 9

persional, metode penelitian yang terdiri metode penulisan, sumber data

rimer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

AQIN

aﬂSIB

AB 1l. Menjelaskan karakteristik Hukum Islam yang terdiri Ruang lingkup

io&

ukum Islam, Esensi Syariat Islam, Dimensi Figh dan syari’at, elemen Hukum

HNS

slam dalam Syariat, dan siyasah syar’iyah.

>
o)

. Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional terdiri dari

nery wisey Jlghg ue
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urisprudensi Hukum Islam, pola penerapan Hukum Islam, Respon dan
nolakan penerapan Hukum Islam, Implementasi Hukum Islam dengan
AB V. Mekanisme penerapan Hukum Islam yang terdiri dari pendekatan
rmalistik, pendekatan subtansivistik, pendekatan esensialistik, dan dinamika

ukum Islam di nusantara, serta Implementasi Hukum Islam di Nusantara.

ukum Nasional dalam sistem Hukum Nasional.
AB V.Terdiri dari kesimpulan, dan Saran-saran.

© Nm k2 U@ 38_ _ x.@ _ ZHm uPka Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
.u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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I BAB 11
{ah]
G
o KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM
o
o Persoalan yang paling penting dalam diskursus agama dan negara
=]
-termasuk di Indonesia adalah persoalan hukum Islam. Terlebih jika dikaitkan
=
cfengan konstitusi modern. Kongkritnya persoalan yang sampai saat ini belum
ierpecahkan adalah bagaimana seharusnya Hukum Islam dimanifestasikan
c
g\_dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai nation state
jeb)
Znegara bangsa). Disadari atau tidak dalam umat Islam (khususnya di

el

dndonesia) sendiri masih banyak yang memakai peristilahan hukum Islam,
yakni dengan hukum Islam, syariah, figh. Dalam peristilahannya saja belum
terjadi kesefahaman apalagi dalam tataran upaya aplikasinya. Yang lebih tragis
lagi, sebagai akibat dari itu semua adalah apabila kemaslahatan umat menjadi
korban. Oleh karena itu, sebelum beranjak pada pembahasan selanjutnya,
dalam bab dua ini penulis menganggap penting untuk mengelaborasi

?eristilahan dimaksud.

(¢}

A.:‘Ruang Lingkup Pengertian Hukum Islam

Pada pembahasan ini akan disebutkan penjelasan tentang hukum Islam

140 oru

li Indonesia agar tidak terjadi kerancuan ketika menyebutkan beberapa istilah

yari’ah dan figh lengkap dengan cakupannya masing-masing. Karena

SEIA

sebagaimana telah disebutkan di atas), kata syari’ah dan figh dalam

o431

J

@enggunaannya dapat ditujukan pada objek yang sama dengan dipertukarkan

—t

cpenggunaannya. Kemudian dalam konteks ini, di Indonesia keruwetannya

wn
“Semakin bertambah jika dikaitkan dengan pembahasan hukum Islam, karena

nery wisey jix
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©
mZiistilah hukum Islam ( al-Hukm al- Islamiy) tidak dikenal baik dalam Alquran,

-
~Sunnah dan literatur-literatur Arab lainnya.*® Dengan demikian Istilah hukum

o
gslam adalah istilah yang khas Indonesia.
=

Berbicara tentang hukum, secara sederhana yang terlintas dalam pikiran
gdalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah
daku manusia dalam suatu masyarakat, baik norma atau peraturan itu

w
ﬁnerupakan kenyataan yang timbul dan berkembang di masyarakat maupun

%eraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh
gg)'enguasa.37

Hukum dalam konsepsi hukum Barat di atas adalah hukum yang
sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri
dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan
(Barat) ini yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan
manusia lain dan benda dalam masyarakat.*® Sementara dalam konsep hukum
Uljslam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. tidak saja
;.’anengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam
:mwasyarakat, tetapi hubungan-hubungan lainnya, Karena manusia yang hidup
E-dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Misalnya hubungan
g_nanusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan
énanusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dalam

i w

‘gnasyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata

L 2]

wn
=  ** Memang ada sebuah judul kitab « al-Ahkam al- Islamiyyah” untuk menunjuk aspek

hukéim dalam Islam, yaitu, Mashadir al-Ahkam al-Islamiyyah, karya Zakariya al-Barriy, namun al-
Ba@iy menggunakan istilah al- Figh al- Islamiy, dalam pembahasannya, lihat, Zakariya al-Barriy,
Maghadir al-Ahkam al- Islamiyyah, (Kairo: Dar al-Ittinad al-*Arabiy li al-Thiaa’ah, 1975), him, 5.

>’ M. Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), him,32.
* Ibid, him, 46.

neny wisey jrred
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©
gubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam

zahasa Arab, disebut hukum, jamaknya ahkam.

=
o Menurut Busthanul Arifin, Hukum Islam adalah terjemahan Indonesia

%ari dua istilah dalam kamus agama Islam, vyaitu syari’ah dan
th,sgmenurutnya syari’ah adalah ;

“Kalam Nafsiy al-Azaliy dari Allah swt.* dan karena itu
tidak mungkin dapat dipahami manusia tanpa adanya
Rasulullah dan hidayah akal pikiran. Pemahaman manusia
tentang syari’ah inilah yang disebut figh. Oleh karena wajar
jika pemahaman (figh) itu berbeda antara satu manusia
dengan manusia yang lain. Sebagaimana syari ’ah, maka
figh pun meliputi seluruh kehidupan manusia, mulai dari
segetar gerak dalam hati sampai peperangan antar Bangsa,
dan semua ini dalam peristilahan agama Islam disebut
hukum.* Misalnya hukum batalnya wudlu, hukum sahnya
sholat, hukum bagi orang yang mencuri, hukum membunuh
dan sebagainya. Oleh karena itu hukum Islam yang
dimaksud adalah sebagian saja dari syari’ah dan sebagian
saja dari figh.

Nely ejsns NI

Karenanya hukum Islam yang dimaksud menurutnya adalah sebagian
dari syari’ah dan sebagian dari figh. Lebih lanjut Busthanul Arifin menjelaskan

g’pahwa yang disebut hukum dalam hal ini adalah bagian dari figh yang
o
sberhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat
&
a_ertentu, hukum yang membatasi gerak dan perbuatan manusia agar tidak
o]

gherugikan manusia lain tidak merugikan masyarakat sendiri dan tidak

<
Anerugikan lingkungan hidup mereka. Pandangan tentang Hukum Islam

2 Ajrs

° Busthanul Arifin, Diktat pada mata kuliah hukum Islam di Indonesia, Pasca sarjana
U] [ Jakarta 2003, h, 1. Lihat Pula, Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonésia,
Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya (GEMMA Insani Press, Jakarta), 1996, him, 40.

% Ibid, h, 41. Oleh karenanya al-Subkiy mendefinisikan hukum sebagai : 4 5 ¥ &l es” i

4 &4k~ . pembicaraan Allah yang menjadi sifat Dzat yang Azali. Lihat Tajuddin Abdul Wahab al-

Suymy, Jam al- Jawami’, Juz. 1 (Asia: Syirkah al-Nar, t. th), h,48.
' Hukum pada asalnya bermakna memalingkan dan menghalangi seseorang berbuat
se%hendak hatinya, bermakna membatasi menetapkan . Menurut mantiq adalah menyandarkan

“S

sesatu perbuatan kepada suatu keadaan baik bersifat posmf atau bersifat negatis (lihat, catatan
rﬁhpada Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, (Pustaka Rizki Putra, Semarang), 1997,
hlrRs385

nery wisey
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©
m2§ebagaimana pengertian di atas juga diungkapkan oleh Ibrahim Hoesen,
G
dmenurutnya:
=
o “Dalam kajian ushul figh yang dimaksud dengan hukum
3 Islam adalah khitab (firman) Allah yang berkaitan dengan
—  perbuatan mukallaf, atau dengan redaksi lain hukum adalah
=  seperangkat peraturan yang ditetapkan secara langsung dan
c  tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk
= mengatur manusia dan Tuhannya. Manusia dengan sesamanya
¢y  dan manusia dengan alam semesta.” *
o:;_ Kemudian menurut Amir Syarifudin, untuk memahami pengertian
jab)

-jukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa
gndonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata Islam.
Sebagaimana menurut para ahli hukum yang berpendapat tidak mungkin
memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu ?, karena
tidak akan menjumpai adanya kesesuaian pendapat, begitu pula Amir
Syarifuddin, ia juga mengakui adanya kesulitan dalam mendefinisikan kata
hukum. la kemudian mencoba memberikan definisi hukum secara sederhana,
?aitu ; “Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh
gekelompok masyarakat disusun oleh orang-orang yang diberikan wewenang
gleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota.” ** Apabila
éefinisi tersebut dikaitkan dengan kata Islam atau syara’ maka “hukum Islam”
?ékan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul

]
Eentang tingkahlaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat

=)
af]ntuk semua orang yang beragama Islam.
e

m—
-
f<¥]

= 2 |prahim Hoesen , Fungsi dan Karakteristik Hukum Islam dalam Kehidupan

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Hulgimlislam, dalam Amrullah Ahmad SF, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,
(Gemma Insani Press, Jakarta, 1996), him, 87 53

£ ® Lihat, Amir Syarifuddin, Ushdl Figh, Jilid 1 (Jakarta: PT.Logos Wacana Ilm, 2000)
him.5

nery wisey



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

%

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

f

b )

3,

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

34

Dari ketiga definisi di atas, menurut analisa penulis masing-masing
emiliki kelebihan dan kekurangannya, untuk yang pertama, Busthanul Arifin

enyebutkan pada akhir pemaparannya bahwa “ yang disebut hukum dalam

al ini adalah bagian dari figh yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan

AW ggdig e @

cmanusia sebagai anggota masyarakat tertentu”. Ini bertentangan dengan yang

elah disebutkannya sendiri pada bagian sebelumnya. Menurut penulis bahwa

N SN

%yariat maupun figh adalah merupakan bagian dari hukum Islam dalam kata
jeb)
=tain, hukum Islam adalah konstruk hukum yang terdiri dari bahan baku syari’ah

QD
dan figh.

Kemudian pemetaan yang disampaikan oleh Ibrahim Hoesen tantang
Dalil hukum yang qathi’ sebagai kategori syari’ah dan dalil hukum yang
dzanni sebagai kategori figh menurut penulis kurang tepat. pertanyaan yang
patut dilontarkan dalam konteks ini adalah apakah dalil hukum yang bersifat

dzanni sebelum diinterpretasikan, digali melalui ijtihad bukan disebut syari’ah

5

E‘} Menurut analisa penulis baik dalil hukum yang gathi’ maupun dalil hukum
ang dzanni adalah sama-sama disebut syari’ah, hanya saja dalam penerapan
edua dalil tersebut tetap berpegang pada koridor ushul figh, yakni bahwa dalil

ukum yang gathi’ adalah bersifat tetap, absolut, tidak dapat berubah, oleh

SIJATI ) JQURLST 2

arenanya dalam penerapannya diterapkan apa adanya. hukum waris misalnya.

I

]

gedangkan dalil hukum yang dzanni adalah tidak tetap, dapat berubah. Dengan

g)nengandalkan daya kreatifitas akal pikiran dalil hukum yang dzanni dapat di

3

s:’:i?esuaikan dengan kondisi ruang dan waktu. Contoh kongkrit dari hal ini adalah

neny wisey jrredg
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©
gdanya perberbedan hukum keluarga Islam (Islamic family law) di berbagai

X -
chegara Muslim.

Selanjutnya dari definisi yang dipaparkan oleh Amir Syarifuddin diatas

enurut penulis ada dua ciri utama dari hukum Islam, yaitu pertama, dari kata

gl W ejd

—seperangkat peraturan” berarti hukum Islam tidaklah merupakan wahyu

N

(C’(’syari’ah) ansich, tetapi ada campurtangan manusia yang dengan kekuatan

S

zakalnya mencoba menggali dan merumuskan hukum tersebut. Kedua, kekuatan

A . . .
EJakaI manusia tersebut tidaklah secara penuh memutus mata rantai wahyu, hal

c
itu bisa didasarkan pada kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah

(syari’ah). Dengan kata lain campurtangan manusia dalam menemukan hukum
dalam Islam masih tetap dalam koridor wahyu dan sunnah Rosulullah.

(syari’ah).

Sebenarnya definisi hukum Islam yang pendek, padat dan komprehensif

adalah yang dinyatakan oleh Abdullah al-Ati. la mengatakan bahwa :

jo¥]
g

(¢]
“ ¥onsep hukum Islam memiliki fungsi ganda yaitu fungsi syari’ah dan fungsi

figh. Syari’ah merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk di
pa@;hi sepenuhnya, atau saripati petunjuk Allah untuk perseorangan dalam
méngatur hubungannya dengan Allah, sesama Muslim, sesama manusia, dan
demggan semua makhluk di Dunia ini, sedang figh adalah merupakan produk daya
pikir manusia, figh merupakan usaha manusia yang dengan daya intelektualnya
méhcoba menafsirkan penerapan-penerapan perinsip-perinsip syari’ah secara
sigfematis.” 4

‘; Sampai pada titik ini kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dukum Islam di Indonesia adalah sebuah konstruk hukum yang terdiri dari

“hagian syari’ah yang absolut, eternal, abadi dan tidak berubah dan sebagian

* Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, him, 8

neny wisey jrpig
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?ari figh yang merupakan hasil kreatifitas olah pikir manusia sebagai upaya

-
penyesuaian dan penerapan syari’ah (hukum-hukum Allah) dengan masyarakat

o

odan situasi zaman. Dengan kata lain hukum figh pada hakekatnya adalah
= : . T
—-merupakan hasil usaha penyelarasan antara syariat dengan situasi sosial dan
=

cdinamika masyarakat. Dari sinilah kiranya hukum Islam yang berlaku di
indonesia harus sesuai dengan kultur (budaya) dan tradisi yang ada di

c
lendonesia, bukan hukum yang di adopsi dari kultur ( budaya) dan tradisi Dunia

jeb)
~kain, Arab misalnya.

g Berdasarkan pada pembahasan di atas maka sebenarnya hukum dalam
terminologi Islam, jika ditinjau dari prespektif terminologi hukum Barat
tidaklah dapat disamakan secara penuh. Perbedaan secara diametral diantara
keduanya jelas nampak pada,

1. Sumber-sumbernya® yaitu jika hukum Islam terambil dari Tuhan melalui
kitab suci dan utusannya (syari’ah), sementara hukum Barat sumbernya
adalah manusia itu sendiri.

Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan
dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan benda
dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Sementara hukum barat hanya

mengatur hubungan manusia de